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RINGKASAN 

 

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-

tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras 

dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh 

seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengaturan pengupahan yang layak bagi 

kemanusiaan disamping penegakan hukum agar masyarakat luas mengetahui 

dinamika hukum ketenagakerjaan. Dalam pekerjaannya Notaris juga 

membutuhkan bantuan secara profesional. Adanya pekerja atau karyawan, Notaris 

dapat melayani kebutuhan kliennya dengan cepat serta tepat pada waktunya. 

Pekerja pada kantor notaris memiliki peran yang besar untuk mendukung dan 

menjalankan kegiatan atau pekerjaan seorang Notaris. Pekerja/buruh yang bekerja 

di kantor notaris berhak atas upah yang layak sebagai seorang pekerja, yang 

tentunya diatur tidak hanya dalam konstitusi maupun dalam Undang-Undang 13 

Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. 

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara 

notaris dan pekerja yang bekerja di kantor notaris serta untuk mengetahui dan 

menganalisis perlindungan terhadap upah pekerja yang bekerja di kantor notaris. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta untuk menambah wawasan, 

khazanah ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam 

bidang hukum. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, 

mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam 

terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. 

Penelitian yang bersifat  preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait 

dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual 

(conseptual approach). 

 

Hubungan hukum antara notaris dengan pekerja yang bekerja di kantor notaris 

adalah berdasarkan hubungan kerja, karena sudah memenuhi unsur-unsur dari 

hubungan kerja yakni adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Unsur adanya 



vi 

 

pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja di kantor notaris, adanya perintah baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari notaris dan adanya unsur upah yang 

diberikan notaris terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Hubungan kerja 

tersebut bersumber dari perjanjian kerja yan dibuat oleh notaris dengan pekerja. 

Perjanjian kerja tersebut berdasarkan bentuknya dapat dilakukan secara lisan 

maupun secara tertulis. Adapun berdasarkan jangka waktu perjanjian tersebut 

dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).  

 

Perlindungan terhadap upah pekerja yang bekerja di kantor notaris adalah apabila 

jenis usaha yang dilakukan notaris sudah tidak termasuk kriteria usaha mikro dan 

kecil, maka upah yang dibayarkan terhadap pekerja yang bekerja di kantor notaris 

harus berdasarkan ketentuan upah minimum. Selain itu, di dalam melakukan 

pekerjaannya pekerja yang bekerja di kantor notaris upahnya dilindungi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

yakni ada pengecualian-pengecualian terhadap azas no work no pay, hal tersebut 

sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) yakni diantaranya 

pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pekerja/buruh 

perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak 

dapat melakukan pekerjaan dan pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena 

pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, 

isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau 

menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah 

meninggal dunia. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah Pekerja, Kantor Notaris 

 
 

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara 

notaris dan pekerja yang bekerja di kantor notaris serta untuk mengetahui dan 

menganalisis perlindungan terhadap upah pekerja yang bekerja di kantor notaris. 

 

 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, hubungan hukum antara notaris 

dengan pekerja yang bekerja di kantor notaris adalah berdasarkan hubungan kerja, 

karena sudah memenuhi unsur-unsur dari hubungan kerja yakni adanya unsur 

pekerjaan, upah dan perintah. Unsur adanya pekerjaan yang dikerjakan oleh 

pekerja di kantor notaris, adanya perintah baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari notaris dan adanya unsur upah yang diberikan notaris terhadap 

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Hubungan kerja tersebut bersumber dari 

perjanjian kerja yan dibuat oleh notaris dengan pekerja. Perjanjian kerja tersebut 

berdasarkan bentuknya dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. 

Adapun berdasarkan jangka waktu perjanjian tersebut dapat dilakukan 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, Perlindungan terhadap upah pekerja 

yang bekerja di kantor notaris adalah apabila jenis usaha yang dilakukan notaris 

sudah tidak termasuk kriteria usaha mikro dan kecil, maka upah yang dibayarkan 

terhadap pekerja yang bekerja di kantor notaris harus berdasarkan ketentuan upah 

minimum. Selain itu, di dalam melakukan pekerjaannya pekerja yang bekerja di 

kantor notaris upahnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni ada pengecualian-pengecualian terhadap 

azas no work no pay, hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 

93 ayat (2) yakni diantaranya pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan 

pekerjaan, pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dan pekerja/buruh tidak masuk 

bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, 

membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau 

isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga 

dalam satu rumah meninggal dunia. 
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ABSTRACT 

Keywords: Legal Protection, Workers' Wages, Notary Office 

 

 
The aim of the research is to find out and analyze the legal relationship between 

notaries and workers who work in notary offices and to find out and analyze the 

protection of wages for workers who work in notary offices.The purpose of the 

thesis research entitled "The Role of the Wage Council in Realizing a Fair 

Minimum Wage in Industrial Relations" is to find out and analyze the regulations 

regarding the Wage Council before and after the enactment of the Job Creation 

Law, and to find out and analyze the role of the Wage Council in in determining a 

fair minimum wage. 

 

The research results obtained are: First, the legal relationship between a notary 

and workers who work in a notary's office is based on an employment relationship, 

because it fulfills the elements of an employment relationship, namely the elements 

of work, wages and orders. The element of work being carried out by workers in a 

notary's office, the existence of orders either directly or indirectly from the notary 

and the element of wages given by the notary for the work carried out by the worker. 

The employment relationship originates from an employment agreement made by a 

notary with the worker. Based on the form, the work agreement can be made orally 

or in writing. Based on the term of the agreement, this can be done based on a 

Certain Time Work Agreement (PKWT) or an Indefinite Time Work Agreement 

(PKWTT). Second, protection for the wages of workers who work in a notary's 

office is that if the type of business carried out by a notary does not include the 

criteria for micro and small businesses, then the wages paid to workers who work 

in a notary's office must be based on the minimum wage provisions. Apart from 

that, when carrying out their work, workers who work in notary offices have their 

wages protected based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment, namely 

that there are exceptions to the no work no pay principle, this is in accordance with 

what is regulated in the provisions of Article 93 paragraph ( 2) namely 

workers/laborers who are sick so they cannot do their work, female 

workers/laborers who are sick on the first and second day of their menstrual period 

so they cannot do their work and workers/laborers who do not come to work 

because the worker/laborer is married, married, circumcised, baptized child, wife 

giving birth or miscarriage, husband or wife or child or daughter-in-law or parent 

or mother-in-law or family member in the same household dies. 
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